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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 61 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 171 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 perihal Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(DBH-CHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Non Fisik untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), B2LPS, BOKB 

dan FPM dan Dana Insentif Daerah (DID), berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, 

maka perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 906/1351/keuda tanggal 16 Februari 2021 Perihal Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan, 

Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan 

Anak, maka perlu dilakukan penyesuaian; 
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c. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 906/1622/keuda tanggal 25 Februari 2021 Perihal Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jenis Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jenis Dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan 

penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 906/1926/keuda tanggal 12 Maret 2021 Perihal Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jenis Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, maka perlu 

dilakukan penyesuaian; 

e. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 906/2106/keuda tanggal 22 Maret 2021 Perihal Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jenis Dana 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021, maka 

perlu dilakukan penyesuaian; 

f. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 440/2757/keuda tanggal 19 April 2021 Perihal Hasil 

Pemetaan (Mapping) dan Pemutakhiran terkait Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021, maka 

perlu dilakukan penyesuaian; 

g. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 

906/2805/keuda tanggal 20 April 2021 Perihal Hasil Inventarisasi 

dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan 

Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian; 
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h. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 906/3017/keuda tanggal 28 April 2021 Perihal Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP 

PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 

Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021, maka perlu 

dilakukan penyesuaian; 

i. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Nomor 906/3155/keuda tanggal 4 Mei 2021 Perihal Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan 

Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021, 

maka perlu dilakukan penyesuaian; 

j. bahwa berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 

903/307.32/101.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu 

Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, maka perlu 

dilakukan penyesuaian; 

k. bahwa berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 

034.2/712/102.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu 

Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, maka perlu 

dilakukan penyesuaian; 

l. bahwa berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 

045.2/7294/102.1/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Refocussing 

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, maka perlu 

dilakukan penyesuaian; 
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m.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a sampai dengan huruf l, perlu dilakukan Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Walikota; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 12); 

11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 888); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau; 
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17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi 

Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2021; 

20. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14); 

21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 

Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2021 Nomor 16); 

22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 

Nomor 21); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 16), diubah sebagaimana 

dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di Probolinggo 
pada tanggal  20 Mei 2021 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal  20 Mei 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 61 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
 


